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BABYV

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan dan analisis pada bab sebelumnya, maka
dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang
diajukan dalam tesis in1 sebagai berikut.

1. Alasan kejahatan perang tidak diakomodir dalam ke dalam pelanggaran
hak asasi manusia yang berat berdasarkan perundang-undangan di
Indonesia adalah karena Indonesia merasa bahwa dengan adanya
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM sudah
cukup mengatur mengenai kejahatan perang. Kejahatan perang
dianggap dapat dijangkau melalui ketentuan mengenai kejahatan
terhadap kemanusiaan Dengan kata lain, tindakan-tindakan yang
termasuk dalam kejahatan perang dapat dikualifikasikan sebagai
kejahatan terhadap kemanusiaan. Jika merujuk pada kategori yang
diatur dalam Statuta Roma 1998, kejahatan perang tidak hanya terbatas
pada tindakan penyiksaan dan pembunuhan, melainkan juga mencakup
berbagai bentuk pelanggaran terhadap perlindungan nilai-nilai
kemanusiaan yang dijamin dalam situasi perang. Hal ini justru akan
menimbulkan celah hukum dan risiko ketidaktepatan klasifikasi tindak
pidana, yang pada akhirnya dapat menghambat upaya penegakan
keadilan secara substantif. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan

regulasi agar selaras dengan ketentuan hukum internasional yang telah
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menjadikan kejahatan perang sebagai salah satu bentuk pelanggaran
serius terhadap HAM.

Keterbatasan ruang lingkup dalam Undang-Undang Nomor 26
Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia hanya mengatur
kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai
pelanggaran HAM berat, tanpa mencakup kejahatan perang dan
kejahatan agresi sebagaimana yang diatur dalam Statuta Roma 1998.
Meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi Jenewa 1949 yang
merupakan instrumen utama hukum humaniter internasional,
pengaturan mengenai kejahatan perang dalam hukum nasional masih
terbatas dan belum memiliki mekanisme khusus untuk menindak pelaku
kejahatan perang melalui sistem peradilan nasional. Dengan demikian,
tidak diaturnya kejahatan perang dalam hukum nasional menyebabkan
ketidakpastian hukum dan berpotensi melemahkan penegakan hukum
bagi pelaku kejahatan perang di Indonesia.

. Ketiadaan regulasi yang secara eksplisit mengatur kejahatan perang
dalam sistem hukum nasional berdampak pada ketidakpastian hukum
dan lemahnya mekanisme penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan
perang di Indonesia. Hal ini berisiko memberikan impunitas bagi para
pelaku, yang dapat menghambat tercapainya keadilan bagi korban serta
menurunkan efektivitas sistem peradilan nasional. Selain itu, hak-hak
korban kejahatan perang juga tidak mendapatkan perlindungan

maksimal, terutama dalam aspek keadilan, kompensasi, dan rehabilitasi.
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Kekosongan regulasi ini menimbulkan tantangan dalam upaya
pemenuhan kewajiban Indonesia terhadap hukum humaniter
internasional, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Konvensi Jenewa
1949 yang mewajibkan negara peratifikasi untuk mengadopsi ketentuan
kejahatan perang ke dalam hukum nasional. Kegagalan dalam
memenuhi kewajiban ini tidak hanya melemahkan posisi hukum
Indonesia dalam penegakan hukum terhadap kejahatan perang, tetapi
juga dapat memengaruhi reputasi Indonesia di mata internasional,
khususnya dalam komitmennya terhadap perlindungan hak asasi

manusia dan hukum humaniter.

B. Saran

1.

Perlunya pengaturan lebih lanjut dalam hukum nasional yang berkaitan
dengan Indonesia telah meratifikasi Konvensi Jenewa melalui UU No.
59 Tahun 1958 yang mengamanatkan bahwa Indonesia berkewajiban
untuk memasukkan aturan-aturan hukum humaniter internasional ke
dalam sistem hukum nasionalnya melalui perundang-undangan,
termasuk mengatur secara jelas mekanisme penegakan hukum terhadap
kejahatan perang. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengamandemen
UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dengan memasukan
kejahatan perang dalam yurisdiksi pelanggaran HAM berat di
Indonesia.

Perlunya diatur berkaitan dengan pemilihan tempat dimana kejahatan

perang akan diundangkan, karena hal ini berkaitan dengan konsekuensi
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pengadilan yang akan mempunyai yurisdiksinya atas setiap

permasalahan kejahatan perang yang terjadi.
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